
Rekomendasi/Usulan Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Aliansi Indonesia Damai (AIDA)

No Rumusan Awal Status Usulan Perubahan Argumentasi
1 Bab IKetentuan UmumPasal 1Dalam Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang iniyang dimaksud dengan:1.......................................

Ditambahkan tigaketentuan mengenaikorban, kompensasi,dan rehabilitasi
Korban adalah seseorang atauahli warisnya yang mengalamipenderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomiyang diakibatkan oleh suatutindak pidana terorisme.Kompensasi adalah ganti rugiyang bersifat materiil ataspenderitaan dan atau hal-halyang hilang/rusak dariseseorang akibat tidak pidanaterorisme.Rehabilitasi adalah pemulihanpada kedudukan semula, sepertikehormatan, nama baik, jabatan,atau hak-hak lain termasukpenyembuhan dan pemulihanfisik atau psikis serta perbaikanharta benda.

Tidak adaketentuan/penjelasanyang mengaturmengenai definisi
 Korban
 Kompensasi
 Rehabilitasi

2 BAB VI
Kompensasi, Restitusi, dan

Rehabilitasi

Klausul Restitusidihapuskan danmenambahkan klausulpenanganan korban.
BAB VI

PENANGANAN KORBAN,
KOMPENSASI, DAN

REHABILITASI

Bab ini tidakmemasukkanpenanganan korban.Padahal dalam banyakkasus, korbanterorisme sempat



terabaikan perawatanmedisnya akibat tidakadanya jaminanpembiayaan daripemerintahRestitusi tidak logiskarena kebanyakanterpidana terorismetingkat ekonominyarendah. Secara faktualrestitusi tidak pernahterlaksana. Dalam UUNo. 31 Tahun 2004Tentang PerlindunganSaksi dan Korban, hakrestitusi bagi korbantindak pidanaterorisme juga takdiatur.Seluruh pasal dan ayatyang mengaturtentang restitusidalam Bab VIdihapuskan.
3 Pasal 36 Sebelum pasal 36ditambahkan pasal36A Pasal 36A1. Pada masa kritis, negaramengumumkan jaminan

Dalam banyak  kasusselama ini, saat masakritis, banyak korbanterorisme terabaikan



pembiayaan medis yangdibutuhkan oleh korban tindakpidana terorisme.2. Masa kritis yangdimaksud dalam ayat (1) adalahsesaat setelah terjadinya tindakpidana terorisme yangmenimbulkan jatuhnya korbanmeninggal dunia, cedera fisik,dan/atau trauma psikis.3. Implementasi terhadapayat (1) dan (2) dilaksanakanoleh dan sesuai denganketentuan Undang-Undangtentang perlindungan saksi dankorban.

perawatan medisnyaakibat tidak adanyajaminan pembiayaandari pemerintah,bahkan hinggabeberapa hari usaiperistiwa. Justru yanglebih banyakmembantu adalahpihak swasta, NGO,maupun kedutaanbesar negara asing.

4 Pasal 36(1) Setiap korban atau ahliwarisnya akibat tindakpidana terorisme berhakmendapatkan kompensasiatau restitusi.(2) Kompensasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1),

(1) Restitusidihapuskan
(2) Diubah

Pasal 36(1) Setiap korban atau ahliwarisnya akibat tindakpidana terorisme berhakmendapatkan kompensasi.
(2) Kompensasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1),pembiayaannya

Tak perlu dengankeputusan pengadilan,cukup putusanlembaga negara yangberwenang dalampelaksanaanperlindungan danpemulihan korbanterorisme



pembiayaannyadibebankan kepada negarayang dilaksanakan olehPemerintah.(3) Restitusi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1),merupakan ganti kerugianyang diberikan oleh pelakukepada korban atau ahliwarisnya.(4) Kompensasi dan/ataurestitusi tersebut diberikandan dicantumkan sekaligusdalam amar putusanpengadilan.

(3) Dihapus

(4) Diganti

dibebankan kepadalembaga negara yangberwenang dalamperlindungan danpemulihan korbanterorisme.
Ayat 3 dihapus
(3)Kompensasi tersebut diberikanberdasarkan keputusan lembaganegara yang berwenang dalamperlindungan dan pemulihankorban terorisme

1. Sejauh ini korbanterorisme belumada yangmendapatkankompensasi sejakUU inidiberlakukan.Alasan:
A. Karena harusada amarputusanpengadilan.
B. Baru satu amarputusan yangmengamanatkan kompensasi.(Teror Bom JWMarriot 2003).Itupun tidakmencantumkannama-namakorban yangberhakmenerima.2. Proses hukum(termasukterbitnya amarputusanpengadilan)membutuhkanwaktu yang lama.



Sedangkanpenanganankorban, termasukpemenuhankompensasibutuh tempo yangsecepat-cepatnya.3. Harmonisasidengan pasal 7UU No. 31 Tahun2014 tentangPerlindunganSaksi dan Korban
5 Pasal 38 Dipecah menjadi Pasal38 A dan Pasal 38 B Pemecahan untukmembedakanpembahasan hakkorban (kompensasi)dan hak terdakwaterorisme(rehabillitasi). 38 Amembicarakan hakkorban terorismeyang berdiri di atasasas kecepatan waktusementara 38 Bmembicarakan soalhak terdakwaterorisme yangdiputus bebas yangberdiri di atas asas



ketetapan hukum.

Pasal 38(1) Pengajuan kompensasidilakukan oleh korban ataukuasanya kepada MenteriKeuangan berdasarkan  amarputusan pengadilan negeri.
(2) Pengajuan restitusidilakukan oleh korban ataukuasanya kepada pelaku ataupihak ketiga berdasarkan amarputusan.

Ayat (1) diganti danMenambahkan duaayat setelahnya
Ayat (2) dihapuskandan diganti

Pasal 38 A(1) Pemberian  kompensasidilakukan berdasarkan hasilasesmen  oleh lembaga negarayang berwenang dalamperlindungan dan pemulihankorban terorisme.(2) Pelaksanaan asesmensebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan dan diselesaikanselambat-lambatnya 30 harikerja  terhitung sejak peristiwa.(3) Khusus untuk korbanterorisme yang terjadi sebelumUU ini diberlakukan,pelaksanaan asesmen dilakukandan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja

1) Tidak etis korbanyang masih cederaatau ahli warisnyayang masih berdukadisuruh untukmenguruspermohonanpengajuankompensasi.2)Sesuai denganargumentasi padausulan perubahanpasal 36, khususnyapoin 3.3) Agar prosespencairan kompensasidilaksanakan secara



terhitung sejak UU inidiberlakukan.(4) Nominal kompensasiditentukan berdasarkan hasilasesmen sesuai dengan kadarpenderitaan fisik, tanggungjawab keluarga, pekerjaan, danjabatan.(5) Keputusan kompensasimencantumkan nama-namakorban dan nominal kompensasisesuai hasil asesmen.

cepat dan efektif,maka pemenuhan hakkorban dilaksanakanmelalui satu pintu

6 Pasal 38 ayat (3)

Pengajuan rehabilitasi dilakukanoleh korban kepada MenteriKehakiman dan Hak AsasiManusia.

Ayat (3) diganti dandijadikan pasaltersendiri (38 B) Pasal 38BPermohonan rehabilitasidilakukan oleh setiap orang ataukuasa hukumnya yang  olehpengadilan diputus bebas ataudiputus lepas dari segalatuntutan hukum yangputusannya telah mempunyaikekuatan hukum tetap  kepadaKementerian Hukum dan HAM

Rehabilitasi yangdimaksud dalam pasal37 adalah hak“mantan terdakwaterorisme,” Bukankorban sebagai pihakyang terkena dampaklangsung aksiterorisme. Namunpasal 38 ayat 3mencampuradukkandefinisi korbanterorisme dengan



terdakwa yangmenjadi “korban”salah sidik/tuntut.
7

Pasal 39Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat(1) dan pelaku sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat(2) memberikan kompensasidan/atau  restitusi, palinglambat 60 (enam puluh) harikerja terhitung sejakpenerimaan permohonan.Pasal 41

Diganti Lembaga yang berwenang dalamperlindungan dan pemulihankorban terorisme sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 A ayat(1) memberikan kompensasi,paling lambat 60 (enam puluh)hari kerja terhitung sejakterbitnya keputusan.

Agar proses pencairankompensasidilaksanakan secaracepat dan efektif,maka pemenuhan hakkorban dilaksanakanmelalui satu pintu

8 Pasal 40(1) Pelaksanaan pemberiankompensasi dan/atau  restitusidilaporkan oleh MenteriKeuangan,  pelaku, atau pihakketiga kepada Ketua Pengadilanyang memutus perkara, disertaidengan tanda bukti pelaksanaanpemberian kompensasi,restitusi, dan/atau rehabilitasi

Ayat (1) diganti (1) Pelaksanaan pemberiankompensasi dilaporkan olehLembaga yang berwenang dalamperlindungan dan pemulihankorban terorisme kepadaKementerian Keuangan disertaidengan tanda bukti pelaksanaanpemberian kompensasi tersebut.

Karena keputusankompensasiditerbitkan olehLembaga yangberwenang dalamperlindungan danpemulihan korbanterorisme, maka danakompensasi yangdikeluarkan



tersebut.(2) Salinan tanda buktipelaksanaan pemberiankompensasi, dan/atau restitusisebagaimana dimaksud dalamayat (1) disampaikan kepadakorban atau ahli warisnya.(3) Setelah Ketua Pengadilanmenerima tanda buktisebagaimana dimaksud dalamayat (1), Ketua Pengadilanmengumumkan pelaksanaantersebut pada papanpengumuman pengadilan yangbersangkutan.

Ayat (2) diganti

Ayat (3) dihapus

(2) Salinan tanda buktipelaksanaan pemberiankompensasi disampaikan olehLembaga yang berwenang dalamperlindungan dan pemulihankorban terorisme, kepadakorban atau ahli warisnya.

dilaporkan kepadaKemenkeu sebagaibendahara negara.

9 Pasal 41(1) Dalam hal pelaksanaanpemberian kompensasidan/atau restitusi kepada pihakkorban melampaui batas waktusebagaimana dimaksud dalamPasal 39, korban atau ahliwarisnya dapat melaporkan hal

Ayat (1) diganti Pasal 41(1) Dalam hal pelaksanaanpemberian kompensasi kepadapihak korban melampaui bataswaktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39, korban, ahliwarisnya, atau kuasa hukumnya

Karena amanatkompensasi tidakberdasarkan amarputusan pengadilan,maka apabila lembagayang berwenangdalam pelaksanaanperlindungan danpemulihan korbanterorisme tidakmenjalankan



tersebut kepada pengadilan.(2) Pengadilan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) segeramemerintahkan MenteriKeuangan, pelaku, atau pihakketiga untuk melaksanakanputusan tersebut paling lambat30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal perintahtersebut diterima.

Ayat (2) diganti dapat melaporkan hal tersebutkepada Presiden(2) Presiden sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) segeramemerintahkan Lembaga yangberwenang dalam pelaksanaanperlindungan dan pemulihankorban terorisme untukmelaksanakan keputusantersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejakperintah tersebut diterima.

tugasnya, pihakkorban dapatmengadukan masalahtersebut kepadaPresiden sebagaiatasan. Hal inidimaksudkan agarpresiden bisamemerintahkanlangsung lembaganegara terkaitperlindungan saksiuntuk memenuhi hak-hak korban terorisme.
10 Pasal 42Dalam hal pemberiankompensasi dan/atau restitusidapat dilakukan secara bertahap,maka setiap tahapanpelaksanaan atau keterlambatanpelaksanaan dilaporkan kepadapengadilan.

Bunyi pasal 42 diganti Pasal 42(1) Dalam hal pemberiankompensasi dapat dilakukansecara bertahap, maka setiaptahapan pelaksanaan atauketerlambatan pelaksanaandilaporkan kepada KementerianKeuangan.

Pelaporan tahapan-tahapan transaksi inidimaksudkan untukmenegakkan azastransparansi danakuntabilitas.


